WALIKOTA PANGEKALPINANG
FROVING] KEFULAUAN BANGKA BELITUNG

FPERATURAN WALIKOTA PANGEALPINANG

KOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKD
DI LINGEUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Meammbing

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

¢ bahwa dalam rangka melaksanakan sistem penilan

dun pengendalian intern vang efekitl din efislen di
lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu
menerupkan kebijnkan pentlaian dan pengendialiin
il

. bahwa berdaserkan ketentusn Pesal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintall Nomor 60 Tahun 2008 tenfang
Sistem Peogendaliin Internm Pemerintah, Pimpinan
Inatanni Pemerintah wojib melakulkan penilaian dan
pengendalain rinkhy

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebsaguimans
dimnksud  dalam  buraf a  den huraf b,
poriu mene Ll Peraliran Walilkota
tentung Pedommnn Penilminn dan Pengendalian Risitkn
di Lingicungan Pemerintah Kots Pangholpinan;

. Pasal 18 Undeng-Undang Dasar Negarn Republik

Indonesa Tahun 1945;

Undang:Undung Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetspan  Undang-Undang Darurat Nomor 4
Talun 1956 [Lembsran Negars Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 535, Tambahan Lembaran Negara



Hepublik Indonesin Momor 1091}, Undeng-Undang
Daruorat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indemesis Tahun 1956 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
MNomar 1091) den Undang-Undang Darnurat Nomor &
Tahun 1956 [Lembmran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 57, Tembahan Lembaran Negara
Republik  [ndonests  Nomor  1091),  tentang
Pembentukan Deernh Tingkat [ Termasuk Kotwpraje
Dalam  Lingkungan Daerah Tingieol | Sumsters
Selatan sebagni Undang-Undang |Lembarun Negar
Republik  Indonesia Tabun 1959 Nomoe 73,
Tambahan Lembaran Negarm Republik Indoaesin
homoar 1821

- Undang-Undang Momor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinel Kepulsuan Bangka Belitung
(Lembaran Negurn Republik Indonesia Tahun 2000
Namor 217, Tambahan Lembaren Negara Republik
Indonesia Namor $033);

+ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Homisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi
[Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 20032
Nomeor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubilik
[ndonests Nomor 4250) schagatmana telah  dinbak
beberapa Kali terukhir dengan Undong Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Alas Undung-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komini Pemberantasan Tindok Pidana  Korupsi
iLembaran Negaran Republik Indotiesls Tahun 2014
Nomaor 197, Tambohan Lembarin Negara Republik
Indonesin Nomor H309);

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran  Negara  Repulbilik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




6. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tenteng
Perbendaharsan Negura (Lembaran Negam Republik
Indonesin  Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Womor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksann Pengebodaan dan Tangpung Jawab

Heuangan Negama (Lembaran Negarn  Republik
Indonesin  Tahun 2004 Nomor 66, Tambabain
Lembarat Negora Republik Indonesin Nomor 4400},

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Horban (Lembsran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 WNomor 64,
Toambahan Lembaran Negara Republik Indonersin
Nomor 4615), sebagaimana telah diubabh  dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tabun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Momor 13 Tahus
2006 teniang Perlindungan Saksi dan  Korban
[Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2014
Nomor 293, Tambahan Lembaran Negama Republik
Indonersia Nemor S6032);

9. Undang-Undeng Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tinduk Pidana
Pencucian  Uang [Lembaran  Negarn  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambalian
Lembaran Negarn Republik Indotesin Nomor 5 164);

10, Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatiur Siptl Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesin Nomor 5494

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang
Pemetintahan Daeroh (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5587)
sehagidmans telah divbah beberapa kali  terakhir




13.

13,

14.

12

16,

17.

dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedud aias Undang-Undsng
Momar 23 Tahun 2014 tentnng Pemeriniah Doerah
[Lembaran Negara Republik Indonesio Tahun 2015
Momor 58, Tambahan Lembaran Negars Republik
Incdonesia Nomor 56749);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lemburan Negars Bepublik
Indoreaia Tahin 2014 Nomor 202, Tambahan
Lembarnn Negurn Republik Indonesia Nomor 55601 |;

Peraturan Pemeriniah Nomor B Tahun 3006 teniang
Pelaporan Keusngan din Kinerjn Instansi Pemerintah
[Lemburan Negars Hepublik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inckistvesin Namor 46 14

Peraturon Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian ntern Pemerintah (Lembaran
MNegarn Republik Indonesia Tabun 2008 Nemar 127,

Tambohan Lembaran Negars Hepublik Indonesia
Narmor 48909;

Peraturnn Pemerintah Romor 71 Tahun 2000 tentang
Standar Akuntanst Pemeriniahon [Lembaran Megara
Republik  Indonesta Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia
Namor 5165);

Peraturan Pemermitah Nomor 13 Trhun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pongawasan  Penyelonggarsan
Pemerintah  Daemb  (Lembaran  Negira  Repuhlik
Indonesia Tabun 2017 Noemor 73, Tambahan
Lembarun Negura Republik Indonesia Nemor 6041 -

Peraluran Pemermtah Nomor 43 Tahun 2018
tentang Tatn Cars Pelaksanean Peran Serin
Masvarikat dan Pemberinn Penghargaan Oalam
Pencegahan din  Pemberiniasan Tindok Pidana



18,

19,

F{1P

23,

23.

Korupsi [Lembarsn Negars Republik Indonesia Tahun
MIA Nomor 157, Tambaohan Lembarmmn Negara

Repablik Indonesta Nomor 6250;

Peraturan Pemarininh Nomor 94 Tahun 203 | tentang
Digiplin  Pegawsi MNegeri Bipll ([Lembaran Negara
Republik  Indoneslia  Tabun 2021 Nomor 203,

Tambahan Lembaran Negars Repubdik Indonesis
Nomor 67 18],

Peraturan Presiden Momor 54 Tabun 3018 tentang

Strategl Nasonal Pencegahan Korupsi (Berita Negara
Eepublik Indopesia Tahun 2018 Namor 108]):

Instruksi Presiden Nomor 5 Tohun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Kompai;

Peraturan Menterd Pemberdavinn Aparaiur Negara
dun Reformasi Birokresi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Intepritas
Mengju Wilayah Bersih Dar Korupsi Dan Wiayah
Birokras: Bersih dan Melayani di Lingkungsn nstansi
Pemerintah (Berita Negnra Republik Indonesia Tahun
2014 Momor 1813

Peraturan Komisi Pemberantasan Rorapst Momasr 02

Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi [Berits
Mogara Republik Indonesia Tahin 2019 Namor 1438);

Pernturan Badan Pengawosan EKeuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tehun 2021 iteslang
Peniluinn Matunine  Penyvelenggerasn — SPIP
Termtegrasi pada Kementeniom / Lembagn { Pemenmmah

Dmerah [Berila Negarm Republik Indonesin Tabun
2021 NMomaor 4 19|;

- Peraturan Daerah Kota Panghalpinang Nomor 18

Tahun 2016 teniang Pembontikasn dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lemmbaran
Daernh Kota Pengkalpinang Tahun 2020 Nomaor 18



Menstaplan

sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Daerah
Kota Panghkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Alas  Peraluran Daerah Kota

Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 [Lembaran
Darrah Kots Pangkalpinang Tahun 20020 Nomor 1);

MEMUTUSEAN:

PERATURAN WALIEOTA  TENTANG FEDOMAN
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKG T
LINGELINGAN PEMERINTAH KOTA PANGEALPINANG

BAR I
RETENTUAN UMUM

Pasal 1

Diialast Peraturan Walikots ind yvang dimaksud dengan:

L

Z,

F.II

Kota sdnlak Kot Pangkalpinang,

Pemerintnh Kola sdelah Walikolsa sebegnl dnsar
penvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanann  wrusan  pemerintahan  veng  menjadi
kewenangien Daernh Otomom.

Walikotn adalah Walikota Pangkakpinang.

Pereangkat Daersh adalah unsur pembantu Walikots
dian  Dewan  Perwakilan Rakvat Dserah  dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerininhan yang meniadi
kewenangan Deersh.

lnapektiorat adalah Inspektorat Kota Panglalpinang.
[nspekiur adaiah Inspekiur Kotn Pongkalpinang.

kepali Perunghksat Daerah adalah Kepals Perangkat
Daerak di lingkungin Pemerintah Kots Pangkalpinang

Histem Pengendalian Intern adialah proses vang integral
pada tindekan dan lkegintan yang dilakukan secorn
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
ik mermberikan keyakiman mmemadal
atme tercapainyn tjuan organissal melabsl kKeglatan
yang ekl dan  efisien, keandalan pelaporan
Kruangan, progamanan asel segnm, dan ketantan
terhudop periturnm perundong-undangan.
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I2.

£d.

4.

16.

17.

Histern  Pengendalian Interm Pemeriniah,  vang
selanjutnye disinglnt SPIP adalnh nistem Pengendalian
Intern yang diselenggaralkan secarn menyeluruh di
Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pengawasan |ntern adalah seluruh proses kegiatan
miadit, revid, evaliasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugns dan
fungsl erganisasi delum rangka memberikan keyakinan
ying memadai bahwa kegintan tefah dilaksanakan
sesuni dengan tolok ulkur yang telah ditetapkan secarn
efektil dan efisben untuk kepentingnn pimpinan dalam
mmewiljudkan tata kepemerintahan yang bailc

Lingkungan Pengendalian sdalah  kondisi  dalam
perangkal  Daerah  yang  mempengaruhl  efektivitas
pengendalian inlern.

Penilainn  Risiko adalah kegintan penilaian  atas
kemungkinan kejndian yang mengancam pencapsisn
Tujuan Kegtatan dan sasaran Perangkal Daerah,

Pengendalinn Risiko adalah tindakan yeang diperiukan
untuk mengatas: ristko yang telah dildentifikas dalam
rangka poncapalan tujuan Kegiaton fsasaran peranglkat

Pemantauan Pengendalian  Intern adalah  proses
penilaian atns muty Kinerjs sdstom pengendalian inlern
dan proses yang memberikan Keyakinan bahwa temunn
nudit dun evahinsl lainnya segern :|.1|i.n|;|.nhﬂ.nnju.t|.

Audit mdalnh proses identifiknst masalah, analiss dan
evaluasd buktl yang dilukukan secara ndependen,
dbektl dan prolesional berdosarkan standar aodit,
untuk menilai kebenaran, kecermatan, lredibilitas,
elekinitns, efislensl dan keandilan  informas

pelaksanann tugas dan fungs:s Peranghknt Daerah.

Reviu adalah penelahoan dlang bukti-bukt  sdatu
kegiatan untuk memastikan babhwa kegiatan lersebul
telah dilaksanakan sessal dengan keteniuan, standar,
rerncana, atau norma vang telah ditetaphkan.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
poncapainn Tujusn Kegiatan dan Sasaran Peranmglkat
Dasrah.



1.

21,

23,

24,

F

Identifikasi Risiko adalah proses menctapkan apa,
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana scsuatu
dapat terjadi, sehingga dapai berdampak negatif
terhadap pencapaian tujean.

Analisis Ristko adnlah proses penilnian terhadap risiko
yung lelah teridentifilnsi, dalam rangksa menpgestimasd
kemungkinan munculnys den  besaren  dampaknya,
untuk menctapkan level atau status risdleonya.

. Daftar Tujusn Kegiatan adalah dokumen vang berisi

tujuan yang akan dicapal darl Kegiatan Utama
Perangkal Dacrah.

Dafar Risike adalah dokumen yang berisd risiko-risiks
yung dihasilkan dan kegintan ldentifikasi Risiko atas
Regintan Uama Peranghat Daermh.

. Dokumen Penilaien Risiko adalah dokumen vang terdir

dari Duftar Tujusn Kegintan, Daftar Risiko dan Reneans
Tindak Pengendalinn (RTF).

Tim Anggaran Pendapan dan Belanja Dacrah vang
selanjutnya disingkat dengnn TAPD adalsh TAPD Kota
Pangkalpinang.

Angparan Pendapatatn dan  Belanjn Daernh  vang
selanjutnym disinghat dengan APHD adatah APBD Kata
Pangkalpinang.

BAR I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Muaksud disusunaye Persturan Walikotn ind sebagai
pedoman bagi Kepaln Perangknt Dacrah agar dapat
melikuksn Penilaian dan Pengendalinn Risiko kegintan
di linghungan Peranghkat Duerh sehinggn pelaksanaan
kegintan dapat berjfalan dengan lsncar.

Tujuan disusunnye Peraturan Walikots ini untuk:

. mengantisipasi dan menangan! segals bentuk rislks
secarn efektil dan efisken; dan



b mengldentifikasl, menganalsis dan mengendalikan
ristkn serin memantau  aktivites  pengendalinn
risakn,

BAR M
PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISTKO

Baginn Kesatu
Penyusunan Dokumen Pendlaian Risiko

Pasal 3

I Kepala Peranglat Dacrah wajlb melakukan Penilatan
Hiniko,

2} Peallainn Risiko scbagalmana dimaksud pada svat (1)
dilakukan dengan tahapan penyusunan DoKumen
Penilnian Risiko

df Kegiatan Penyusonan Dokumen Penilsian Risiko

Perangkat Deerah dilnksanakan bersamoon dengan
proses Pemyusunan Dakumen REKA-PD.

4] Promes Penyusunan Doxumen BEA-PD sebagaimana
dimaksud avat (3] dimulsi dengan diterldtkannye Surat
Edaran Walikots tentang Pedoman Penyusunan REA-
PD.

% Pedoman Penyusunan Dokumen Penilmian Risiko
sehagaimana  tercantum  dalam  Lampiren  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan
Wallkota inl

Pa=nl 4

1| Pendkien Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hanyve pada kegintan ainma vang memilikl peran besar
paria procapaian Sasaran Perangkat Daerah.

2} Kegintan Ultama sebagaimana dimakaud pada syat (1)
merupakan  keglatan yang memberthan  kontribuosi
besar pada pencapaian Samimon Strategls Perangkat



Daerah  dan masuk delam Program-program i
dokumen Perjanjian Kinerja (PR] Peranghat Daerah.

3} Penllaian Risiko sebagalmans dimaksod pads ayat (1)
terdiri atas:
i identiilkemst risiko dan
b, anslisa rinkos.

4) Dmalam rungks Peniloan Ristko sebagnimana dimaksud
pada ayat |1, Kepnln Perangkat Dacrah mensiapkan:

@, tujuan Perangkat Duerah; dan
b. tujuan kegiatan.

5 Tujuan Perangkat Dacmab sebagaimana dimak=ud poada
aval |4 burod o merupalean tujuon yong tercantum
dalam Dokumen Rencana Strategs Peranghkal Daerah.

6] Tujuan Keglatan sebagatmans dimakeud pada ayal (4)
huruf b merupakan hasil yang diharapkan dan susty
kegintan pada Perangkat Doaerah,

Pasal 5

1) Identifiknsi Risiko scbagaimann dimaksud Pasal 4 ayal

(3] hurul a paling sedikil dilaksannknn dengan:

n. menggunaknn metodologl vang sesual untuk fujuan
Perangkat Daerah dan  twjuan  pada  tingkatan
kegiatan secarn komprehensif;

b. menggunakan mekanisme yang memedsl  wniuk
mengenall rislko dar fakior eksternal dan fakior
internal; dan

€. menilai faktor kin yang dapat meningkatican ristleo,

2) Faklor Imin yang dapa! meningkntkan risdko
sebagaimans dimaksud pedo myat (1) huraf o antara lam:
A pengeluaran program yang tidak tepat,
b, pelanggaran terhadap pengendalinon danas; dan

£, ketidaktastan terhadap persturan  perundeng-
unckamgan.




|

5)

1}

41

1}

3t

Dalam mngks Pewyusunan Program Kegiatan Berbasis
program  kegiatan prioritas  perangkat dacrah untuk
tahun yang akan datang seteclah adanya pengesahan
Anggaran Pendoapatan dan Belanja Daerah (APED),

identifikast  program  kegiatan  untuk  Pepgawanan
Program Kerja Pengawasin Berbasis Risiko sebogatmtis
dimsksiud pads ayat 3, dl Khusosksn untuk program
woglatan prioritas ynng mendukung pencapainn sasarmn
strategis perangkai daemah,

Hasil dar wdentifilkasl risiko program kegintan prioritas
sehagmimana dimaksud pade ayal 3 dan ayar 4 skan
menjadi dasar penetspan Program Kerja Pengawasan
Berbasizs Rislks yvuang dilaksanekan oleh  Aparat
Pengawas Inlernal Pemerintah (APIP] Kota

Fasal 6

Analisis Risiko scbagaimuns dimsaksud dalam Pesal 4
aval (3] huraf b dilakssnakan unmuk menentaken
dampak dar rsiko yang iclah diidentifilesi terhadap
pencapaian Tujuan Perangleat Daerak,

Kepala Perangkat Daersh  menerapkan  pelnsip
Rehati-hatian dalum menentulan tinglal risiko,

Fanal 7

Tujuan Perangkat Dasrak seboagaimans dimakaiid dalam
Pasal 4 ayat (4] hurul & memuat pernyatasn dean araban
vang spesifik, terulour, dapat dicapai, realistis, dan
terilat wakmu.

Tujuan Perangkat Deerah sebagaimana dimaksud pads
avat (1) wajib dikomunikasikan kepada sshumah pegawal,

Untuk mencapai tujean Perangkat Dacrah scbagalmana
dimaksud pecds aysi (1), Kepala Perangkat Doeersh

mereiapkan -




1]

4

a, sirntegl operasional yang konsisten, dan
b. strategl manajemen terintegrasl dan rencana penllaian
risiko,
Pasnl B

Dalam menstnpkan strategl manajemen iennicgron dan

rencana penilaian dan pengendnlinon nstko sebagiuimins
dimaksud delam Pusal 7, Kepala Perangkal Dasrah:

A mempertimbangkan tujusn Perangkal Daerah dan
sumber risiko vang relevan darl faktor internal dan
faktor eksternal; dan

b. menctapkan  strukiur | pengendalinn untuk
menangani risiko terscbul

Fisiko vang berssal dar faktor ekstermal scbagnimann
dimaksud pads ayat (1] hurafa, sntaes lain: peraturan
perundang-undangan baru, perkembangan leknologe,
bencana alam, dan gangguan keamanan.

Rimilka vang berazal dan faktor internal sebogaimans
cimukuud pads ayst (1) horof b, aniam  laln
koterhatasan dana operasional, sumber dayn manusia
kebijakan dan prosedur yang tidak jelss, dan sussana

Pazal 4

Penetopan tujusn pada tingkatan kegiatan sebagaimons
dimaksud dalam Posal 4 ayat (4} hurul b paling sedikit
dilakukan dengen memperhatikan ketentusn  sebagm
bertiout :

b,

berdasarkan pada tujuan dan  renopns  stralegis
Perangkat Dasrali;

mengandung unsur kriteria pengukuran,

“didulkung sumber daya Perangkat Deerah yang cukup;
dan

melibatkan seluruh  tingkal pojabar  dalam  proses
penciapannya,




Paaal 10

|} Risikn sang sudah didentifikani dan  dinnalisis

4

sebapaimona dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
selanjutnya disusun ETP.

RTP sebaguimone dirnsksud pade syl (1) dimaksudkan

unfuk mengureng muneulnya risiko dan dampak yang
ditimbulkan.

Kegiatan [dentifikasi Tajusn, Jdentifiknsi Risiko dan
Penyusunan Rencmnn Tindsk Peogendalian pkan
menghasillkan Dokumen Penblaban Risiko yang tordin
dari:

a. [Deftar Tujusn;

b, Doltar Risiko, dan

¢  Dokumen ETP.

Baginn Redun
Penverahan Dokumen Penilaian Rialko
Pussl 11

Dokumen Penilsian Riniko ynng ditandatangani oleh
Kepala Perangkal Daerah diseruhkan Repada Walikota
melalul  Inspeltoral  selaku  Keordinator  Penilaian
Resiko di Daerak.

Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan
paling lama 1 (satu) bulan setelah DPA disahkan.

Bagian ketign

Pelaksanaan Peniloian dan Penagendabion Risiko

1

Pasal 12

Kepida Perangkat Daermh  wejib  mensosialisasikan
Dokumen Penilaian Risiko kepads pegawal vang ada di
lingkungan Perangkat Doernh

Kegintan Pengendalian yang ada dalam Dokamen RTP
merjadi scusn pelaksanaan atas Kegatan Ulema
Peranghkol Daerah.




dl Kegintan  pengendalinn mercpakzn @ahap  wniuk
mengimplementasilan Rencana Tindak Pengendalinn
[RTF).

4y [mplementas| Rencana Tindak Pengendabiaon (RTH
meliput kegiatan
o pembangunan  infrastrukiur  pengendalian . yang

antara lain dapat berupa lkebijakan dan/atan
prosedur;

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengondalian.
Hagian keempal
Revisi Dokumen Penilaian Risiko
Poasal 13
Dakgmen  Penilaian  Rixiko Perangkal Daerah  dapai
diperbaiki sesuni detggan:

w, hasil permantavan dan evalussi oleh Kepaln Peranghkat
Daerak;

b. haall evnluasi penyelenggarann BPIP oleh Inspektorat;
pengawasan pemerikssan  atas  kegintan  Perangkat
Doerah yang dilakuksn oleh instnns yang berwenang
daf

d scbab leinnya  sesunl  ketentuan  dan  kebuotohoan
Perrngkot Dacrah,

BAB IV
KELEMBAGAAN PENILALAN RISIKO

Pasal 14

1} Kepaln Perangkat Daerah bertindak selake Penanggungawaeb Regatan

2| Koordinator pelaksansan Kegimtan Penikuan Ristko dijsbat oleh:
. Sekretaris pada Dines/Badan /Perangkst Daerah teknis;
b, Kepals Baglan Organisasi pada Sekretaral Daeral; dan

¢. Kepala Bagian Umum podd -Sekretorist Dewan Perwalkalan Ralopat
Dizerah.




BAB W
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal L5

mmmlhntﬂdﬂlh:ﬂ]ihnhlnlhnmmmmgmnmmﬁ
pelnksgnaan RTP dan dilaporkan kepada Walikota melahud Inspekiur,

BAR W1
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 16

Peratiran Walikotn ini mulai berlaku pada tanggsl diundangkan.

Agar setinp orang mengelabulnye, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini, dengan penempatannyi dalam Berita Dacrah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang

Chundangloyn di Pangkalpnong

HERITA DAERAH KOTA PANCOEALPINANG TAHUN 2022 NOMOR B5




LAMPTHAN

FERATLURAN WALIKOTA PARTEALPINAND
ROMOB 28 TAHUNR 3003

TENTANG PEDOMAN PENILAIAK
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A, UMLIM
Peniladann duan Pengendualisn Ristho merupiken salih satu disdl unser

dard SPIP berdasarkan ketentuan Pasal 3 myat (1) Peratursn Pemeriniah
Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendolinn nternal Pemerintah.
Penilojan Risiko adainh kegioton penilaion ates kemungkinan Kejadian yang
mengancnm  pencapaisn  ujuean  dan  sasaran  Instansl  Pemernintah
(peryeiasan Pasal 3 ayat (1] hurad bj.

Dalam rangka peningkutan kualitas penerapan SPIP diperhukan
Pedoman Penilaian dan Pengendalinn Risike yang dapat digunskan unbuk
menyusurn.  Dokumen Penilaisn  dan  Peagendalian  Risiko  sehagai
pengendalian atas Kegiatan Utama pada selurub Perangkat Daerah
Lingkungan Pemerintah Kotn Pangkalpinang.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO
. Tujuan Penerapan Penblaban dan Pengendakian Risiko adalah -

., mengantisipasi dan menangani segals bentuk rislko secara efelotil
dan efisien;

b. mengidentifksal, menpiloar, dan mengendalikan nistke  serts
memantau kinera Penilainn faiko; dan
¢ mengintegrasikan proses Pendlalan den Pengendalisn Rimiko ke

dalam perescanaan, pelaksansan dan evalussi kinecja di Perangloat
Daeruh,

2. Munfiat penerapan Penilaian dan Pengendalion Risiko
a.  menghindan terjadinyn hal-hal yang tdak diharspkan dalam bentuk:

1) keluhan maupun keberstan dan pars pemanghu kepentingan
[stakeholder] terutamn masyarakar Kota Pangkalpinang atas
kegiatan Perangkat Daerab; dan

2) umbulnys penvimpangan,
b, meninghatikan mutu/Kualitas kinerja Perangkut Daerah;

c. meningkatlienn efisisensi dan elektivitas pengggunann sumber dayn
Pernngkat Cmemh bagi pencapainn  sossren)tujusn  Peranghest
Daermh.




. PRINEIP-PRINSIF FENERAPAN PENILAIAN DAN PENCGENDALIAN RISIKD
1. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan,

Risiko-risiko winmas yang barus mendapa) perhatinon adalah risiko
ketidakpatuhan terhadap peraturnn perundang-undangan, Demikinn
pula langkah-langkah penilaian dan pengendallan ristho jugs haras
memperhatikan Kepatuban terhadap peraturan perendang-undangan.

2. Beroronlasi jangka panjang.
Pengendalinn risiko hanye unmuk mengatasl reilee-rislko jongkn peridek
letapd juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya

secara  jangkn panjang sertn dalam  mmngka  preventil  terjadinya
permasalatun,

3. Berimbang.

heputusen yang diambil dalam penerapan Pendlalan Risiko harus
memperhatikan kepentingan pemangku Repentmgan |[steakeholder|
secari bermmbang dan tidak mendohulukan pemangko h'.l:p:]"rl..in&n_n
[steaieholder) terienta; dan

Dalam proses Pertiladan Risikn dan inngkah-langkalh

pengendalisnnya harus memperhatikan bahwa baya pengendalian
risiko tidnk bodeh lebih besar dari Konsekoens! risike [{u sendiri

D. RUANG LINOKUF PENILAIAN RISIKD

Ruang fingkup penilajan risiko adalah penilalan rsiko atas keglatan yang
berada &l lingkungan Perangkst Dactabl bersangkutan. Penilaian risiko
difokuskan pada Kegiotan Utama vang dilaksanakan olch Perangkat Daerah
bersangkuian.

E. TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKG

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Pendlasan Ristko weedicd dari 6 [enam|
tahapan, adapun tahapan tersebul adalah sebagni berilout -
1. Penetapan Tujuan atas Kegiatan Utama Peranghat Dacrah.

Langkah dalam tahapan ind lerdin dar -

Kepala Peranghat Daernh melakukan identifikasl program dan dafise
kegiatan dengan berpedaoman pada dokumen sebagial berikut

I} Tugwss dan fungsi Perangkat Dacrah yang bersanghutan,

2} Invenimrisasi sasaran yang ditetaphkan dalam dokumen RPJIM
Daerah;

3} REPD Tahin Anggaron yang akan dilakuksn Penilaian Risiko;

4} Renstra Perangkat Dacrah yasg berssnghutsn untuk Tahin
Anggeran yang akan dilakukan Penilaian Risiko,

5 Reryn Perangkal Daerabh usituk Tahun Anggaran yvang akan
dilakukan Prndlnimn Risiloo;

Berdasarkan identifikasi terhndap dokumen sehagaimana difmalosud
pads hurul & o ates, Kepals Perangkal Deersh  mclakukan
inventarisasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah;



2. berdasarkan inventarisasi Kegintan Utamus Peranghat Daegrab pads
huraf b di wtas, disusun Daftar Tajusn aiss Keglatan Ulnma

Perangkal Dasrah.
Penyusunan  Tujuan dilakukan dengan melibatkan sefurub pojabat
struktural pada Permngkat Dacrah yang bersanghutan.

. ldentiikasi dan Penyusunan Daftar Hisiko atas Kegiatan Utama
Perangkal Daerah.,
ldentifikasl tisiko adalah proses menctapkan apa, dimona, kapan,

mengnpa dan bagaimans sesustu  dopat  terjacdi, sehinggs dapat
berdampak negatif terhndep pencapaian bujusn/sasaran Perangkat
Dacrah atau tujuan ) sasammn Kegiatan,

Balah satu aspek perting dalam [dentifilcest Risiko adalah mempemleh
dutn nsike sehanyak-banyaknyn. Datn risiko dapat diperoleh melabuai |

a. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pemerikse Keusngan (BPK)}
dalam beberapa tahun terakdis:

b. dokumen hasl pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPFRM dalam beberapa tahun terakhie;

£. dokumen hasil pemenksaan oleh Inspektorst Provinsl  dalam
beberapa tahun terakhir;

d. penanganan kesus oleh instans penegak huloom;
£ lmponin masvarakal (LM

f.  informasi dar pegawnl di Perutigkat Deerah yang bersangkuitan,

. Hasil Perietapan Konfelks.

Risiko yang berhasil diddentifknsl akan dikelompokknn berdasarkan
wumber riskho ke dalam delapan kelompok risiko, yaitu ;

o Ronteks stratege, adelah tataran  dentifikasl rsiko  Peronghkat
Dacrah  berkaitan  dengen  lingkungan  strategis vang
ernpengaruhinys.

b Kontelow sumber daye manusia, adulsh tataren dentifikasi risiko
Perunghat Dasrah, meliputi :

1) ketersedinan dan kompetensi pegawal pada Peranghknt Doernh;
sertm

4] hubungan antar pegawai di internal Perangkat Dasrah maupun
ekstemal Perangkat Dasrah.

€t Konteks  keumngan, sadilah  teran  identifikasi  nisiko  dalam
peaatausahsnn keuengnn di ngkungan Perangieat Daceal.
d. RKomteks sarnna dan prasarana, adakah teteran identifkesd risiko

dalam penatausalinin sarena dan  prosarana di linghungan
Peranghkat Dasrah.,

e Konteks program dan pelasporan, ddaleh tatarom identifikast risiko
dilam pengendalian program aplikesi utams df lsgkungan
Peranghat Doerah, dan ketertiban pelaponan.



f-

Konleks sisiem dan prosedor, sdalah teteran identifikasi risiko
dalam ketersedinan dan pelaksanaansn sistem dan prosedur df

lngkungan Perangkat Dasrah.

4. Alur Penmyununan Dokumen Penilaian Risiko di Peranglst Daerah

Tahapan sobagnimana discitkan peda nomor wral 1 sampai dengan 3
ﬂmrmhﬂmdiinmlFWﬂﬂihndnlnhgh@ihnﬁhﬂ:

Kepala Perangkat Dacealy sebagal penanggungiawsll  penerapi
Penilninn Risike mengintruksikan secarm leriulis kepods selurab
pejabat  struktural & bowahnya ontuk menyvusun Dokamen
Penilalon Risiko sesumi wraian pada nomor wrat 1, nomor urat 3 dan
nomos weat 3 i ats;

Kegiatan Penyusunan Dokumen Pendlaian Risiko di setiap unii kerja
dilekukan dengan melibmikan scbhanyak mungkin personil yang
memahami Kegintan Utnmns padn Perangkat Daerah, Ristho alas
KReglatan Utama dan cama penunganan risiko,;

Mekanisme penvusanan Dokumen Penilaian Risiko aias Kegiotan di
masing-masing unit divtamakan melalai Focus Oroup Discuston
(PO,

Rencana Tindak Pengendalian (RTH) yang dihasiikan ditandatangani
oleh Pejabatl eselon I uniuk dikumpulkan dl  Koeordinator

schagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2);

Selanjutnya Keordinmor menyelengearakan ropat Mimpinan dalam
rangka membahas Dekumen Penilaian Risiko;

Kepals it kerje selanjutnya melakulkan
perbaikan { penyempurnuan sesunl detgan hasdl rapat pimpinan;

Dokumen Penilaian Risiko atas Kegmian yang sudab diperbaiki
selarjuinya ditandatangani oleh lkepala perangiat daerah;

Dokumen Penikainn Risiko yang terditi dari
1} Rencana Tindak Pengendalian (RTH;

41 Daftar Tujuan; dan

3] Dalar Riziko,

5. Tahapan Reviu/Evaluasl Dokumen Pendlaian Risiko olch Inspektorat.
i Inspekiorst melaloakan revia/evaluasi stes Dokumen Penlladan

Risikn;

b. Haszll revio/evaluosi dari Inspekioral dijadikan  daser sebagai

perbalkan atas Dokumen Penilaian Ristko.

&, Tahapan Penyerahan Dokumen Penblaian Kisiko kepada Waltkota,
a. Setelah pengesahan APBD, selurch Kepala Perangkat Dacrah haros

memlinalkan Dokumes Pendladan Risiko yang akan disermblan
kepadn Wallkota;

Dokumen  Penilainn  Risike yang diandamngani oleh  Kepala
Pernngkat Daereh diserahkan Xepada Wallketa meialal Inspeikiorat;




£ Penyerahan Dokumen Penilaian Ristko dilaksanakan pada saai
penandatanganan Dokumen Perjanjion Kinerja Kepala Peranglat
Doerah vang dilskuken paling lambat 1 fantu] bulan setelah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterima oleh Kepals
Perangkal Daerah.

F. PELAKSANAAN PENTLAIAN RESIKC

Doduimen Penilaian Risiko horus segera dikomunikasikin kepads sehanyal
mungkin pegawal pads Perangkat Dacrah. Kegintan pengendalian yang ada
dalam Rencona Tindok Pengendalian (RTF) menjadi acuan pelaksanonn atas
Kegintan Utama Peranghkatl Dacrah.

G, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN [RTP)

Setiap Kepala Perangkat Dacrah wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi
untuk memastikan bahws Rencans Tindak Pengendalian (RTF) telah
dilksanakan sesuai renmano dan sepanjing diperlulan dapat dilakuboan
perbaikan atas Rencans Tindak Pengendalian (RTP).

H. SUSUNAN LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO PERANGEAT DAERAH.

Dokumen Penilalan Risiko disuson dalem berttuk buku dengan susunan
sebagal berikut
1. Babl :PENDAHULUAN
Heris Intor belaknng pemnesunan,
2. Babll : RUANG LINGEUFP

Berisl urnlan runng hnghup penilaian s,
3. Bablll :TATA CARA /| MEKANISME

Berisi urnian tata cam [/ mekonmme dolam pelaksanaan tnhapan
Petiyusunan Dokumen Penilaban Risiko.

Bab IV ' HASIL PENETAPAN KONTERS.
Bab V  : IDENTIFIKAS] RISIKO.

Bab V1 @ HABIL ANALISIS EISIKLY.

Bab VIl : PENUTLUP.

DAFTAR DOKUMEN PENDUKLUNG

Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko;
Shkula Dampak Tegadinym Risiko;
Identifikasi Tujuan;

Tdentifikas! Risika:

Annlisss Rislko;

m oo oA

B & o B




- Kolom 8  © ursinn akibat yang ditimbulkan [ika rsike benas-benar

terjads
- Kolom® ¢ Sobutkan pihak/unit yang menderita jika risiko benar-
benar terjmd
Frogren - ..
Tujuan .
(%a, | Kegistan Urmian Skar Rkor Blknr Stutus
| Rinlko Kemungkinan | Dampak
i 1 2 a ! * B B=[4x5) |
I
Petunjuk Pengissun :
- Program . diisi ursizn sesusi dekumen censirs Perangkai Dwermbh
yung telah dildentifilcosilomn
- Tujuan c el untuk  mesing-mesiog ujuan yeng  elsh
difdlentifilknsiiun
- Kalem 1 : Colup jelan
Kolom 2 o diim Kepiatan t<rhan tyjuan
- Kolom3  © wrodken peristiwa yang merupaken fscle sesus besdl
bdentd Mol
- Redom 4 : diisi skala leeruingkinan berdasarkan perilungnn mio-
rElE
- Koleen 8 . diisi skala dompek berilasarkan perhitungan rata-rate
Kalom 6 + disi hasil perkslian antara skala kemungkman dergan
alcata dampak

Tl

Mo, | Peoroyaisan Pemsilik Risiloo Penyebab Dumpak pacda
L El - 3 4 A

Petunjuk Fenglsonn :

-  Progeam diisi urmian sesumi dokemci fensim Perungkal Doeerah

yiirig telah dlidennfiknakan




Elenlalikmni Tugiann
Viml 00l
Wi
Prograom
(Mo [ Kegaan Tujisnn Kegistin | Keselsrasan dengan tijunn |
mxnaran sirategs pernnghksi
dacrah
i Z 3 4
L —
Petumniok Pengiaian
= ¥iml r deini uraien visl dalam dodoomen renstra Peranghonn Dasrab
- Misl : dhainl Urminn mist dadam dakutoen renstrs Pernngkat Deerah
Program  : daisi urmism senus dodamen renstra Peran gt Daesah
Kiom 1 1 Cubtugs jelas
Kobom 2 | duisi kegintan Utama
- Eodlom 3 | diiei uraiksan 1ujuan keggatan
Kolom 4 © diiei penjefasan kesesnman Diuan Kegatan uimsnn  Sein
o Identifiknss Binikao
Frogrum Lk
Tuyjuan
B | hagpean Fewiin ] Tenyzan IS TmToradd |
Wrainri | Prmil | Urwem | Surmleer inean T
yarg
| rkons
I ¥ | §F & 17 ) g B W
_ !
=
- Program ¢ ditdl wminn sesual dolkumen renstra Permnglmt Daerah
vy teah dedsntlikasibon
- Tujtmr ¢ dilm  untuk masing-mosing . fopean yang telah
Nl tifticand)
- Kolom 1 : Cukup pelan
Kolom 2 dusl kegatan terkon tujuan
- HKolam 3 | uridskan porisiive Yang mecepakan nsiko
Kobom 4 1 Sebuticon mhak vung bertnnggunggawah mengeiola riniks
- Kolam 3 o Ursikan penyebab imbulnys risikor
Kolom & ¢ Bobutkan pihak/und yang meropakon esal muoosal
umbulnys risiko
- Kedam 7 o [him dengan contled © atast unomtrolled (U} dar

peniyetmb risdko bagl init fersebut



L
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Matrikys Risikn;

g. Daftar/Register Riaiko; dan
h. Rencana Tindak Pengendalion (RTF).

DAFTAR DOEUMEN FENDUKUNG
. Skuls Kemungkinan Terjadinym rslo
T : e :
Kemunciruan Milwa
1 | Sangat Jarang Kemungkinen ioadi > 3 uhun ke 1
cle
Thiakaibcan
Probabilitan sangat loecil, mendekout pol
2 | Jarang Mungidn terjndi sekabi dadien 3 tabion 2
Kecil Kemungkitan tetapl ndak
iiatnzilcan
Probabilias rendab, tetap bebih besar |
dnri pasds risl
"3 | Kadang-kadang Munghin terjadl selal dalam 2 lahun 3
E:rmunﬂmunhn-mpl.u:lp-dum.
trtapi manih cukup bosar
Probatiiites Kuring das pada S0,
tetapl masth culnp tmgg
4 | Sering " Mungkin teradi kera-kirs sekali dalam 1
| setahun
H;Jle;thdlkiujldJmuplhm
50§ 540
5 | Bangotl Serng Dopmt terjedi beberapa kali dalom 5
setadiun
- Kemungkinan terindi > 50%
2. Skuls Dumpak terjadinya resio R
o, Mﬂ&m Definis Kriteran Dasnpak Ht;:
"
| | Sangut Rendah mniaﬂmmm; 1
gngal dilaksanalan
2 | Renduh | Apalala > 30 % tujuan egiatin 3
T3 | Sedang | Apibsila > 30 % tujunn kegintan) 3 |
__mlmmdlhhnnlhn
4 |Tingw Apabila > 50 % s keglatan | i
| - mni-lltpldﬂahnm]ﬁn
5 | Sangs Tingg Apabila *> 80 % tujuan kegpatan/| 5

| organisasi gugal dilakssnakan




- Tu|uan dia untuk  hasing-tnasing lujuan vang tolah

Kolom 1 ¢ cukup jwlas

Kalom 2 lraian peristiwa yang merupakan nsiko sesums  hosd
itemidi b

Kolom 3 : ditss it/ ideng/bagan yang berimnggpungawab
erietigeloba rinlki

Koplom 4 : urainn penyebsb timbulnys rsiks

Kolam 5 Courian alabat yang dismbolkun ik ristko bewas bemnar
terincdi

7. Muotriles Risiko
Peta riglko

(3]

Konsekuend | Dampak
sangat  Rendah Sedang  Tiggl
rendah (2]

(1

sangat Jarang Kadarg-  seving Sarit
AT AT 1) kadany  (4) Winn
i1} (3 [5)
Eemnesakinan
Rrteranuga |

- i gkear I-3 Sangat Rendah
-  alicor 4 Bematak

| phoe’ B-12 Sedang
E i akor 19-16 Tingsi

- fkor 20-25 Sangat Tinggl




by e [ GUET T ampak [ Peage | Feepe | K/RE | Crlal) | Aenes | Tange
tuab niale | sdill | JTE i i
i i Merge | Wala
yorg | reng iednlia i
il | i -
1 sEEir [F
aska iy
Hande | Frp T | Dals | Fikak Wass | Kaing .
[TLF iy n elE i
Hrsihes | Traing | terne
| .3 ==
K - (I 0 . . L
Petunjuk Pengsan
difsl urnsan s=sumi doloumen renstru Perangkat Darrsh yang defah dildentifikanikan
1 dliksl npjuen dalam Resira Pernnglat Daerah
¢ dibsl bidang/ bagan veng bertengiung jowab alas pelalcanaan program (kegiatun terloan
¢ cukup jelas
¢+ diksl namo legatan
- dibsi ujuian kegitan scsunl liadl idlentifik o
¢ ditmi kode nisikn

¢ urmann peristiva yang merupakan risiko
o urpikan petyehab imbulaya risdies




¢ acbutkan pihak/unit ynng menderika jikn risiko benr-benar berjady

10 ¢ i skndn kemungkinan berdasarisn perhitengan rata-cati

o dibsd sicnda dampak berdagarkan perhinungan ralia-rats

12 | ifisd hanil perlalian antoern dleals kemungionom dengan shala dempak

1% : daimt tingketan ristko
i 1 dhilmd bentuk pengenduliin yany seharuanya sda

15 | kil bontuk pengendulinn yeng sifa
16 ¢ daint E |efekud), KE (kurang sfeldif)y, atun TE jddak clektin

i) i urndkean kondisi yang menggemborken sdanye kelomahsn pengendalian yang ods stau belum

18 . wrmikan rencona perbailcan pengendalion (bentuk pengendalinn iy Ut

BRI

19 ¢ dilal terget wakiu penyelesoian perbalkan  pengondalinn (penyusunan etk pengendalian

EampuaLan)

o dissi wnit MEdang/ bapan yang bertanggung jawalr mengeloln fako




